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ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
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pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barangdan jasa, dan pajak penjualan atas barang
mewah(iinisM), pajak bumi dan pangunan (i'Bi3), ocd peruichan hak aias ianan dan
bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya. Sedangkan pajak luar negeri terdiri atas bea
masuk, dan pajak/pungutan ekspor.

Sistem pemungutan pajak yang baru di negara kita adalah seif assesment yailu,
wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannva, sehingga dengan sistem ini, waiib paiak harus  aktif menghituns.
menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada kantor palayanan pajak
(KPP). Fiskus bertugas memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi

nerpaiakan. self assessment memunokinkan potensi adanva waith naiak i

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengaj
atau mungkin ketidakfahaman para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam
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pengawasannya.

reiiads

iaia Kunci; Fenaginan pajak, aan i'encrimaan pajak.
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This research has purpose to know and analyze how big of working
efficiency at Koperasi Karlina Baru PT. PLN (Persero) Generation Sector Bakaru
Furepure ", Tie bengjiis of ihis research ure Z, naiciy il firsi Bengjis i ihe jicks
accounling €conomics, especially in the field of study of the concepl of
statement analysis, especially the balance sheet to assess the working capital effici
Lhe second benefil is expected 1o give brainsiorming suggestions jor the company i
and is expected to be material inputs in making improvements, formulating policies
subsequent actions in relation to the use of financial statement analysis. To get the
from this research, il is investigated several variables that are financial s
balance sheet, efficiency, and capital. This research uses descriptive g
research method Data collection methods used in this study are Observation e
and documentation. The analysis used in this study by using the ratio o [T
(working capital ratio) at Koperasi Karlina Baru PT. PLN (Persero) Generation S

Keywords: Financial report, Balance Sheet, Efficiency and Working Capital.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Agar sistem self assessment ini
berjalan secara efektif, keterbukaan dan
pelaksanaan = penegakan hukum (law
enforcement) merupakan hal vang naling
utama. Dengan adanya kepercayaan
yang besar dan pemcnntah kepada Wajlb

T - 3% £

yang harus dlbayar maka
selayaknya kepercayaan tersebut
dilinbangl dengan upaya pencgakan
hukum dan pengawasan yang ketat atas
kepatuhan wajib  pajak  dalam
melaksanakan perpajakannya.
Penegakan hukum (law enforcement)
dapat dilaksanakan dengan adanya
pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak
dan penagihan pajak.

Pemeriksaan merupakan
instrumen yang baik untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
paiak | baik formal manpun material dard
peraturan perpajakan, yang tujuan
utamanya adalah untuk menguji dan
HICHInERAlKAl (Gx  compliGnee scorang
wajib pajak. dimana kepatuhan ini akan
sangat berdampak kepada penerimaan.
Penagihan pajak dilaksanakan atas
tunggakan pajak yang belum dipenuhi
oleh waiib pajak. perkembangan jumlah
tunggakan pajak dari waktu ke waktu
menunjukkan jumiah yang semakin
besar. peningkatan iumlah ini masih

belum diimbangi dengan kegiatan
pemenuhannya.
Dﬂﬂ’l‘\'!‘[‘!""‘ naE ‘I' ""‘I‘lf“""‘- :'1 ?’3*
| o el g -

paksa mcnumt undang-undang No. 19
tahun 2000 tentang penagihan pajak
dengain surdal pansa pasai i ayai {(12)
adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penaihan pajak . jumlah
tagihan pajak yang tidak atau kurang
bayar sampai dengan tanggal jatuh
tempo penagihan pajak sesuai vang
tercantum  dalam  STP, SKPKB,
SKPKBT, ditagih dengan menggunakan
surat naksa Agar tercapai efektivitas dan
efisiensi penagihan pajak yang didasari
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Surat Paksa, ketentuan ini (undang-
undang mengenai  penagthan
dengan surat paksa, bab III pasal 7 ayat
1) memberikan kekuatan eksekutorial
serta memheri kedudukan hulum vane
sama dengan grosse akte yaitu putusan
pengadilan perdata yang

talals rei lralessatae byl
--lmml\-.‘lu}lmh_"fﬂ‘ l‘b‘wl\“&‘-\-ull uu. -l-.z‘. b-luit}

Dengan demikian, Surat Paksa langsung
dapatdilaksanakan  tanpa  bantuan
putusan pengadiiain iagi dan iidak dapat
diajukanbanding.

Fungsi kantor pelayanan pajak
adalah melakukan pengumpulan dan
pengolahan data, penyajian informasi
nemalakan nengamatan pntensi
perpajakan dan ekstensifikasi wajib
pajak, penelitian dan penatausahaan
nemberitahuan  tahunan,  surat
pemberitahuan masa serta berkas wajib
pajak, penerimaan pajak, penagihan,

naiak

pemerikeaan, penctapan cankei
perpajakan, dan pelaksanaan
administrasi ~ perpajakan  nasional.

Diigan iriaksaiaiiya tugas dar Kaiior
pelayanan pajakakan sangat penting
dalam pemeuhan target penerimaan
pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak
adalah tujuan dari upava ekstensifikasi.
pemeriksaan dan penagihan pajak adalah
upaya intensifikasi penerimaan pajak.
Pemeriksaan dan nenerimaan paiak tuea
akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, jika kepatuhan dan jumlah wajib

naiak

i A%

meningkatkan penerimaan pajak Negara.
Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti
masdiah pengarun dari jumiai wajio
pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan
dengan surat paksa terhadap jumlah
pencrimaan  Kantor pcelayanan  pajak
(KPP).
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang
dikemukakan diatas, maka masalah
nokok dalam penelitian ini adalah:

Apakah Sistem Dan Prosedur Penagihan

mont rrl '1" ! s

maka

= Website
hitp://journal.stieamkop.ac.id/



Vol. 2 No.4 Okt-Des 2017 [Jurnal limiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-2351

Pajak Dengan Surat Paksa Dapat
Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada

Kantar  Pelavanan  Paiak  Pratama
Palopo?
C Ttl]uan Penelitian
_l I.LJL-M ijh Ahiib&ﬁu
Nordasarban masalzh makal dord

penelitian ini maka tujuan penélltlan ini
adalah untuk mengetahm apakah sistem

danl pioscdur ponagilian  pajak deigan

surat paksa dapat meningkatkan
penerimaan pajak pada kantor pelayanan
pajak pratama Palopo.

2. Kegunaan penelitian
a. Memberikan wawasan vang lebih
luas  kepada  peneliti  dalam
memahami dan menganalisis
nr-wmuwzithxn yang : ada
b. Memberikan informasi bagi plhak—
p]hak yang mcmbutuhkan mengcnal
il ponaginan pajak
dengan surat paksa serta
pengaruhnya terhadap penerimaan
pajak di Kaolor
pratama palopo.
D. Hipotesis
Sistem dan prosedur penagihan
pajak dengan surat paksa dapat
meningkatkan penerimaan paiak pada
kantor pelayanan pajak pratama Palopo.
TINJAUAN PUSTAKA
Sistem adalah sckumpulan unsur
/ elemen yang saling berkaitan dan
saling Mmciipoigaiting Gaain IcIaRuRGH
kegiatan bersama untuk mencapai suatu
tujuan. Sedangkan pengertian prosedur
adaiah kelompok pekerjaan pencatatan
yang erat sekali hubungannya , yang
mcliputi suatu sub fungsi dari suatu
fungsi tertentu. Berikukut ini merupakan
beberapa pengertian system menurut
nara ahli:
1. Syarat-syarat sistem
a. Sistem harus dibentuk untuk

L B IR R M

‘Ei,--_ J"- HEe SR ;.l.lu_.ul_u.u

b. Elemen sistem harus mempunyai
rencana yang ditetapkan.

peiayanan pajak
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c. Adanya hubungan diantara el

sistem.
A TIlngur  dagar  dari {aroe
informasi, energi dan material) lebis

pcntmg dan pada elemen sxstem

L ohalnhe aans o

nroses

f

i “J H“il
pada tujuan elemen.
Karakteristik sistem

Ut Tgdaliisasi
Interaksi
Interdependensi
Integrasi
Tujuan pokok
. Pengertian Paiak

Sebagaimana yang diketahw
bahwa dana yang dibutuhkan oleh
pemernntah nntuk membiaym
kcglatan pembangunan dapat dlperoleh
dari sumber yaitu Berasal dan
masyaranal dalan negen (nlemal) dau
yang berasal dari luar negeri, pajak dan
lain-lain. Sedangkan yang berasal dan
iuar negeri yatu dalam bentuk grang
pinjaman dan penanaman modal asing
(PMA). Didalam proses pembangunan
suatu Negara, seperti halnya di negara
republik Indonesia, suatu syarat penting
vang hams dinerhatikan adalah hahwa
pembangunan harus dilaksanakan atas
kekuatan yang terdapat pada kekuatan-
Lolintan
karena pembangunan tidak akan berjalan
lancar jika hanya bermodalkan bantuan
dari fuar TCECTi laiipa pUnUUTOng yadiig
cukup.

Salah satu komponen utama
penerimaan keuangan Negara pada
dasarnya berasal dari sektor penerimaan
paiak. Apabila dihubungkan dengan
kegiatan pemerintah dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dewasa ini
......... memnerlihatkban poranan
yang pentxng dalam rnembnayal
pembangunan Dalam pasal 33 ayat 3

_________

WO Lo oE N

L.rpm ﬂ+l'tﬂ

."l.',r:"( :'11..—1'111:"-':" .—!"1';—. A"I_':!’:m beTalsses =
R e

T Q‘fﬂ l'\".l i ﬂl’

Ao 14
uus..m_nﬁ—mxuaub i J"V.J Llw lut.ii

disebutkan bahwa buml, air, dan
kekayaan alam yang terkandung
didaiamurya dikuasal oieh Negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk

Website
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L kemakmuran rakyat. Kaidah dasar UUD

l‘

__dan ruang angkasa Indonesia cukup luas

1945 itu dijabarkan pula undang-undang
nokok agraria (171] Na. 5 ta ahun 1960)
dikemukakan sebagai berikut : bumi, air,

é-u: é-l.;u \.-.x-lxi.‘lu a.l‘ ' !1 "»!ux Liii
- masyarakat Indonesia. Denagan
berlakunya undang-undang baru

fentangpajak oumi dan vangunan (Fib)

- tersebut akan membawa dampak positif

antara lain mencegah perseorangan

‘menjadi tuan-tuan tanah yang menguasal

tanah yang lebih luas. Terutama untuk di
kota-kota sekedar untuk investasi pribadi
yang kurang dapat dinikmati oleh
masyarakat umum. Dengan adanya PBB
merpakan hal vang sangat
diperlukan bagi pembangunan ekonomi

snafn

' yang akan menjadi dasar tinggal landas.

huﬁ r-:_"l’l r'""f an —xr‘ﬂ'_r "s-f ATy

tersebut dapat d151mpulkan bahwa ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak

adalafi scbagai DCIIRUL

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-
undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifainya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik
nemerintah pusat manpun
pemerintah daerah.

4. Pajak ditujukan bagi pengeluaran-

ﬂ'--n-v—l naran st aeirtah xr ang I‘\‘I"‘
s sz t\-il-'\.-‘._l_t s ] JL c ES SN

dan pemasukannya dapat surplus,
dipergunakan = untuk  membiayai
Pubiik IMVOSUTCIL,

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan
lain selain budgeter (penerimaan),

yaitu reguier (mengatur).
Dari segi lain unsur paksaan
tersebut tercermin pada dasamva

kenyataan bahwa pajak tersebut tidak
diiringi suatu imbalanbagi pembayarnya
(waiih naiak) Yang dimaksud imbalan
disini adalah “prestasi” yang diperoleh
secara langsung sebagai akibat dari

pembayaran pajak tersebut yang dimilila
nilai yang = sama besar dengan

412

pembayarannya. Hal ini terlihat adanya
pembelian barang dimana = scorang
nembeli akan mendanat prestasi kembali
berupa jasa yang dibelinya secara
langsung sebagai imbalan jumlah uang

f' ‘ 1 Aihalanialrane
e

Dalam konteks lain dapat dilihat
bahwa adanya suatu imbalan langsung
Giberikan oiei pemeriniai (ncgaia) yang
diperkirakan besarnya nilai sama dengan
sejumlah uang yang dipakai oleh
sipemakai jasa, maka pungutan ini
disebut “retribusi”. Dalam pungutan
retribusi  tidak ada paksaan untuk
menjadi wajib bayar. Karena itu setiap
orang yang tergolong dalam wajib pajak
adalah mercka wvang afas  kchendak
sendiri tanpa paksaan telah memperoleh/
menikmati secara langsung  suatu

(';'191 p-“-ﬂ'"r-ﬂhz"- A¥ue 11- )

L
J." wiig &

pembayaran karcis terminal dan lam-

lain. Dari pengertian tersebut paling

tidak ivrdapai cinpat karskicrisiik alau
unsur-unsur ~ yang  melekat  pada
pengertian pajak antara lain:

i. luran dari rakyat kepada negara,
yang berhak memungut pajak hanya
negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang, pajak
dipunont berdasarkan -atau  dengan
kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya

2 Tampz jasz tmbal Balik atau
kontraprestasi dari negara secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam
pumbayaran  pajan  tdak  dapai
ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara. Yakni pengeluaran-
pengeluran vang bermanfaat bagi
masyarakat luas.

Hal ini telah ~memunculkan
slogan dinegara-negara main  bahwa
dalam pemungutan pajak berlaku istilah
tidak ada pajak tanpa persetujuan dari

iz .-'-‘!1-.';1
5% waaaad

rakyat

,-—‘[-. sad ntar

akyat
sebelum

4’_‘1‘.’“.1’\
S N LAY

diundangkan.

ﬁ:l‘.—":.'fz!.!’” Ty
padimysaiiecial
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Website
http://journal.stieamkop.ac.id/



B e "
Vol. 2 No.4 Okt-Des 2017 [Jurnal limiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN : 20869-9351

Pemungutan  pajak  hanya = dapat
dilakukan  bila = didasarkan  pada
Pemtlj!'?_ﬂ "l'i"'l?! ‘I‘R‘I"If‘l"lnﬂ_l'lﬂf"'lﬂ"
Berdasarkan simpulan dari definisi

tersebut pengertlan pajak dapat dibagi

wienda

U'-.A uu_:u.x Fuiiiia

1. Ditinjau dari berbagai aspek, aspek
ekonomi,aspek hukum,aspek
Keuangai, dan aspek S0510i0gi.

2. Ditinjau dari segi fungsinya, yaitu
fungsi sebagai burgeter dan reguler.

C. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem = self
assessment maka waith paiak
mempunyai kewajiban untuk

mendafiarkan diri ke kantor pelayanan
paiak (KPP) atan kator nenvnlihan dan
pengamatan potensi perpajakan (KP4)
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
afait’ Eodudtkansovaib :

_____ ajih
d]benkan nomor pokok wa_ub pa_]ak
(NPWP); disamping melalui KPP atau
Poendailaran NEPWL juga  dapai
dilakukan melalui e-register. Yaitu suatu
cara pendaftaran NPWP melalui media
elektronik on-line (internet). setelah
memperoleh NPWP, maka kewajibannya
antara lain adalah:
1. Pembayaran

........

TrENA
PltSrs

pajak.  Mekanisme

pembayaran pajak.

2. Membavar sendiri paiak vane
terutang :

a. Pembayaran angsuran setiap bulan
MDL o1 28

s oz preeeer =2y

b. Pembayaran PPh pasal 29 setelah
akhir tahun.
3. Miciaiu puimunguian dan
pemotongan oleh pihak lain (PPh
pasal 4(2). PPh pasal 15, PPh pasal
21,22, dan 23, serta PPh pasal 26) .
pihak lain disini berupa : pemberi
penghasilan. pemberi keria. atau
pihak lain yang ditunjuk atau yang
ditetapkan oleh pcmcrintah

atau olch plhak yang d.ltunjuk
pemerintah.

{ - _!."1'-'_'5_1-'-;2 o s ‘1." sial- 3 TITT

- = ‘—._..i'-)b'-j =i esia i“‘-—:'“ thm‘- sars _LI_I.J.JH.
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a. Pembayaran PBB yaitu pelur
berdasarkan surat pemberita
paiak terutang {SPPT).

b. Pembayaran BPHTB
pelunasan pa]ak atas perolehan

e Pembayaran bea materal v
pelunasan pajak atas dokumen ya
Gapali  dGilakukan  dengan
menggunkan benda materai be
materai tempelatau kertas berma
dengan cara lain
menggunakan mesin teraan.

6. Pelaksanaan nembavaran paiak

Pembayaran

maupun swasta dan kantor pos den
menggunakan surat setoran pajak (SS
yang dapat dlambli dari KPP atau KF

Y Sp— 1—\1 -at

e R e

Foniae mniniiain vl
Ridenpah €3t 3N et

’_*?":

pembayaran pajak secara elektronik ( &

payment).

7. TUmolungan aidau plinuiigiian
Selain pembayaran bulanan yang

dilakukan sendiri, ada pembayaran yang

meknisim

dilakukan dengan
pemotongan/ pemungutan yang.
dilakukan oleh pihak ketiga. adapum

jenis pemotongan atau = pemunguias
adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh
nasal 22, PPh nasal 26 PPh nacal 4 avat

2, PPh pasal 15, PPN, dan PPnBM.
8. Pelaporan

Scbagaimana ditcritukan dalans
undang-undang  perpajakan,  surat

pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi
SCDagdl suaiu sarana Dagi wajib pajak
didalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
selain itu surat pemberitahuan berfungsi
untuk melaporkan pembavaran atau
pelunasan pajak baik yang dilakukan
wajib pajak sendiri maupun melalui
mekanisme dan
pemungutan yang dilakukan oleh pihak
ke t:ga, melaporkan harta dan kewajiban,

i3 FESIIIINOIISaN Fefet iy adn
_\.al.n: 2ii Fioiiiicas FaEaoaazi azaiis Do ““‘ s Gidd
e 7 o g=

pemungut tentang pemotongan atau

nematangan

Website
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- pemungutan yang telah dilakukan.
- sehingga surat pemberitahuan
mempunyai makna yang eukun nenting
baik bagi wajib pajak maupun aparatur
pajak. pelaporan pajak disampaikan ke

DD a1z DA diminen

atar DA wraiids  aaial-
’«;u & siLans AWK T NiiiZagarics TEikjaes ot b o

terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai
berikut:

. ). Froses Pemerbiian Surai raksa

Sampai Pada Pelelangan
Menurut  keputusan  menteri
- keuangan no 561/KMK.04/2000

menguraikan hal-hal yang berkaitan

dengan tata cara dan waktu penagihan

pajak sebagai berikut:

I. Tidakan pelaksanaan
pajak  diawali dengan  nencrhitan
surat teguran setelah 7 hari jatuh
tempo pembayaran. Surat teguran

tidak ditorhitkan

penagihan

torbada.
penanggung pajak  yang telah
disetujui untuk mengangsur atau
MCHuida poilibayaran pajakiiya.

2. Apabila utang pajak yang masih
harus dibayar tidak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah 21 hari
setelah diterbitkannya surat teguran,
maka akan diterbitkan surat paksa.

3. Apabila jumlah utang pajak yang
masih harus dibayar, dilunasi oleh
penanggung paiak setelah 2x24 jam,
maka akan segera diterbitkan surat
perintah  melaksanakan penyitaan
(SPMP)

4. Apabila utang pajak dan biaya
penagihan pajak yang masih harus
dilunasi  oich  penanggung pajak
setelah lewat dari jangka waktu 14
hari sejak tanggal pelaksanaan
penyilaan maka akan dilaksanakan
pengumuman lelang,

. Apabila utang pajak dan biaya
penagihan pajak yang masih harus
dilunasi oleh penanggung pajak
setelah lewat dari iangka wakt 14
hari sejak tanggal pengumuman
lelang, maka akan segera dilakukan

penjualan barang citaan nenansmne
‘J'-;_-J LLLnteas: U‘L——_JD SLibhiuail i.,‘-l__f- Ga-—i.‘&

pajak melalui kantor lelang.
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a. SPT masa yaitu SPT yang digunakan
untuk melakukan pelaporan atas
nembhavaran pajak hulanan.

b. SPT tahunan yaitu SPT yang
digunakan untuk

e S P R e e
LR SEvarEaan EaFiin %
Lanier uau\-rul..‘u W Lrs AASIILEIILEIL,.

badan, orang pribadi, pasal 21.

METODLE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitan ini dilakukan pada

kantor pelayanan pajak pratama palopo,

kabupaten luwu, Sulawesi selatan, yang

terletak di jalan A Diemma nomeor 131.

penelitian ini berlangsung selama tiga

bulan yaitu mulai bulan pebruari sampai

dengan bulan april 2012

B. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peneliti
monradaken monromntan Tanmecine
mengadakan pongematan languung
pada instansi yang bersangkutan.

2. interview, yaitu peneliti melakukan
wawdiicaia  dongan  Kopala  kanior
serta pegawai-pegawai yang ada di
instansi terkait.

3. dokumentasi, yaitu peneliti
melakukan pencatatan data melalui
dokumen dan laporan pada instansi
yang mempunyai hubungan dengan
penelitian ini.

C. Jenic Dan Samber Data

Adapun  jenis data  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

TNyrim Iornlipmplf zdalat Anta wrane
Soeeizd aidiediiteed; U810 G313

i~
dikumpulkan berupa data yang
bukan berbentuk dokumen atau
IOMnuiiE, SCpUTli gambaran wnum
kantor pelayanan pajak pratama
palopo.

2. Data kuantitatif adaiah data yang
dikumpulkan berupa data yang
berbentuk angka-angka.

Sedangkan sumber data dalam
penyusunan penelitian ini bersumber
dari -

l. Data primer, data yang diperoleh
secara langsung dari perusahaan atau

inatames
..... Hg =% §

ShivyLes

v =latasl hasil nanoapaatan
frztoiniiig: srnL.zis 'r,' IiE tliiInALLII]

dan wawancara dengan karyawan

Website
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bagian  pengelolaan data  dan
informasi perusahaan atau instansi

tercehmt,

2. data sekunder, merupakan data yang

diperoleh ~ dari  sumber luar langkah-langkah yang digunakan adalah
seruschass  atey  igstansi  dalam sebagai berikuli

bentuk literatur akuntansi maupun
informasi yang berhubungan dengan
peneiitian mi.
D. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian i1 adalah metode
analisis deskriptif komparatif. Metode
analisis  deskriftif komparatif  vaitu

metode yang menganalisis ientang Palopo dari tahun 2008 sampal
sistem dan prosedur pengihan pajak dengan tahun 2011

dengan surat paksa dan membandingkan 3. Mcnoamati  herapa  persenfasc
tentang ~ pengaruh ~ penagihan pajak keberhasilan penagihan surat paksa
dengan surat paksa terhadap penerimaan yang ~ dikeluarkan  oleh kantor
il made -bantor- volevenan pajak lovanan  maiak oratzma  palope

el e = e e
pratama palopo dari tahun 2008 sampai
tahun 2010. Sedangkan pengaruh

ponagiiian  pajak  dongan  suidl passa

akan disajikan dalam bentuk tabel.
HASIL PENELITIAN DAN tahunnya  mengalami peningkatan.
PEMBAHASAN Adapun jumiah tunggakan pajak, dan

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama palopo
diperoleh data bahwa, jumlah wajib
naiak, iumlah fungeakan paiak, maupun
jumlah surat paksa yang dikeluarkan
serta pencairan dana dari penagihan

Untuk mengetahui keefektifan
penagihan pajak dengan surat paksa
certa pengaruhnya terhadan nenerimasan

pajak pada KPP pratama palopo,

1. Mengamati data mengenai jumlah
Surat Paksa yang dikeluarkan oleh
Kanior peiayanan pajak pratama
Palopo dari tahun 2008 sampai
dengan tahun 2011

2. Mengamati berapa besammya jumiah
wajib pajak yang menunggak di

kantor nelavanan pajak Pratama

Mencari rata-rata jﬁmlah pelunasan
surat paksa terhadap jumlah surat

piksa yang ditcivitisan

jumlah surat paksa yang dikeluarkan
tidak dapat dipisahkan baik orang
pribadi, badan, maupun bendahara
karena memiliki kode yang sama yang
tidal hisa dinublikasikan Unmk lehih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

mnials’ Aomman curat oabea tmematbrt tian
sajak dongan surat paksa terscbut tizp
Tabel. Perkembangan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Palopo
o | Tahun | Jumiah waibpajskforang) | = Jumeb |
pendanara Dadan ur Lor M |
L. 2008 2826 4784 43381 50991 .
2 2009 3818 5257 53702 62777
b 3 2010 4247 | 5723 74735 84705 J
4. [ 2011 | 4547 | 6551 | 80370 91468 |

{CQ1ymher + DD Pratamn Dalamn sskei nennothan) ner 31 Ancambar tahin 2002 o/d 2011
At L B i L ELSiiielite = Sem gy wETEEEE el - e I e S L aae e W s eSS R R A i o

415 Website

http://journal.stieamkop.ac. id



Vol. 2 No.4 Okt-Des 2017 [Jurnal limiah KARIMAH STIE AMKOF Makassar] ISSN: 20869-9351

Tabel. Perkembangan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama palopo

Jumlah tunggakan pajak
Ne Tanen (OP_bhadan nsaha, hendahara)
B 2008 7115
2 2009 7153
-~ a 1 YT L
= PAVERV] Ay e |
4. 2011 7337

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Tabel 3. Jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palopo

NO TAHUN JUMLAH SURAT PAKSA
! 2008 9%
2 2009 2.769
2 2010 1.103
Wk s 26ii 1.893

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Tabel. Jumiah pencairan dana dari penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP

Pratama Palopo
EhES sE. | JUMLAH PENCAIRAN DANA
P AR DARI SURAT PAKSA
1. 2008 C
2. 2000 4222472 102
5 2010 8.203.911.663
4. 2011 24 492 203 699

Tabel. Perbandingan Jumlah surat paksa yang diterbitkab dengan jumlah surat paksa yang
dilunasi serta jumlah pencairan dananya oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama palopo

| | | Suratpakea | e o 2
No Tahun yang Surai paksa | Fencairan dana
diterbitkan | Y*"8 dilunasi | dari surat paksa

b S008 Sosd

2 2009 2769 1645 4.233.478.193
3. 2010 1103 1072 8.203.911.663
A Yo o 1893 '| oUd 24.492.203.699

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Untuk mengetahui  keefcktifan
penagihan pajak dengan surat paksa
pada kantor pelayanan pajak pratama
nalopo dilakukan dengan cara mencari
rata-rata surat paksa yang dilunasi dan
mencan berapa persen (%) pengaruh

Alroa fathia A

Aa =%
1}\-1 \v“uw; Lb-hll“ HHJA Jmh‘ tl i D\p uumtl

penerimaan pajak pada KPP Pratama
Palopo.
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B. Pembahasan
Surat paksa adalah surat perintah
membayar utang pajak dan biaya

nenagihan paiak. Surat naksa herkepala

kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
VANG MATIA TDSA”

ll Y- ty ...u.;)-u.x

kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan
pcgadiian yang icianh  mempuinyai

Websiie
http://journal.stieamkop.ac.id/
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kekuatan  hukum  tetap.
tersebut memberikan

Kekuatan
kekuatan
huk_um yang”sama dengan grosse akte
ya:tu pututsan pengadllan perdata yang

Dengan demikian, surat paksa langsung
dapat dilaksanakan tanpa bantuan
pengadiian lagi dan lidak dapat diajuKain
banding. Hal tersebut bertujuan agar
tercapai  cfektifitas  dan  efisiensi
penagihan pajak yang didasan surat
paksa
1. Aler Dan Jadwal
Penagihan Pajak
Menurut  keputusan  menteri
kenangan no 541 /KM 0472000
menguraikan hal-hal yang berkaitan
dengan tata cara dan waktu penagihan

Al wohaoat horik

'-"'T e
5 o= e ok

a. Tidakan pelaksanaan penagihan
pajak diawali dengan penerbnan
suiat lbgl..lﬂﬂl auu.mn i [ldil _jd.i.lul
tempo pembayaran. Surat teguran
tidak diterbitkan terhadap
penanggung  pajak  yang telah
disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembavaran paiaknya.

b. Apabila utang pajak yang masih
harus dibayar tidak dilunasi oleh
penangoung l_'_\q_!gl( getelah 21 han
setelah diterbitkannya surat teguran,
maka akan diterbitkan surat paksa.

o Ar=hils  fnnml -:1-
o, ADASHE JUsnian

uuuayu.. i@l :-.- xu.u’u.u ii m-.. kX t.:—'i...ilj.

Pelaksanaan

5 tano nos —!. TEno

iyt pomiat el
masih harus dibayar, dilunasi oleh

penanggung pajak setelah 2x24 jam,
maka akan scgora diicTbiikan surai
perintah melaksanakan penyitaan
(SPMP).

d.

2.
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Apabila utang pajak dan biaya
penagihan pajak yang masih harus
aleh
setelah lewat dari jangka waktu 14
hari sejak tanggal pelaksanaan
venvitzan maks akse dilaksanakan
engmnmnan lelang.

Apabila utang pajak dan biaya
penaginan pajak yang iasin harus
dilunasi oleh penanggung pajak
setelah lewat dari jangka waktu 14
hari sejak tanggal pengumuman
lelang, maka akan segera dilakukan
penjualan harang sitaan penangeung
pajak melalui kantor lelang.
Pemberitahuan  Surat = Paksa
Kenda Waiih Paiak/ Penangeunc
Pajak Badan

Surat paksa terhadap Wajib Pajak

Radan dibertzhukan oleh jurusan

pajak kepada:

a. Pengurus kepada
puiwakiiaii,KCpaia
cabang,penanggung
jawab.pemilik modal baik
ditempat kedudukan badan
yang bersangkutan,di tempat
tinggal mereka maupun di

dilimaci nenangoung  naa inl

tempat lain yang
memungkinkan,atau
h. Pegawai tetan di tempat

kedudukan atau tempat usaha
badan yang bersangkutan

smnbils Lipzenn fidale Aznat
o o

apabila jurusan HGAK 48

menjumpai salah satu pihak
yang dimaksud pada huruf a

didias.
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Tabel pemberitahuan surat paksa Kepada wajib pajak/penanggung pajak badan

NO | BADAN PEMBERITEHUAN SURAT KETERANGAN
PAKSA
1 Perseroan | pengurus Direksi
terbatas Komisaris Meliputi Komisaris sebagai orang yang
lazim sisebut Dewan Komisaris. dan
Komisaris sebagal orang perseroan
yang lazim disebut anggota komisaris
Pemegang saham | Untuk PT Tbk: pemegang saham
iciicutu peugendail  atdu - pomcgany  saliain
mayoritas Untuk PT Tertutup; seluruh
pemegang saham
nyata mempunyai
wewenang ikut
meneniunkan
kebijakan  dan/atau
mengambil keputusan
dalam menjalankan
| | | peiscroan | |

Sumber; KPP pratama palopo (sub bagian umum)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
data yang telah diuraikan sebelumnya,
maka peneliti mengambil kesimpulan
bahwa system dan prosedur penagihan
pajak dengan surat paksa pada kantor

r“-'g* s D a lnnn

nelayanan  paink
Y_J__"

mempenganml besamya penenmaan
pa_] ak pada KPP Pratama Palopo.
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